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ABSTRACT

DHF is a health problem in Indonesia that requires serious treatment, considering DHF is a
disease that has the potential to become an Extraordinary Event. The tropical climate is a
medium for the growth of dengue fever, including DKI Jakarta - the national capital of
Indonesia. In 2018 the West Jakarta Administrative City occupies the top position for dengue
cases compared to other administrative cities. This research takes focus in West Jakarta,
specifically in Tambora Subdistrict as the most populous sub-district in Indonesia but also in
Southeast Asia. The population is dense and the environment is limited, allowing for rapid
transmission of DHF. This study uses qualitative methods to understand parts of human
social life based on a holistic and complex picture with 15 informants.This study uses six
primary characteristics of the implementation of policies from Van Horn and Van Meters,
namely: 1) Policy standards and objectives, 2) The resources and threats made available, 3)
The quality of inter-organizational relationships, 4) The characteristics of the implementation
agencies, 5) The economic, social and political environment and 6) The disposition or
response of the implementers.The results showed that the implementation of the policy was
still not effective, as the theory of Van Horn and Van Meter revealed that the six
characteristics must be present and integrated. The results of the study revealed that in
addition to the six characteristics of policy implementation, there needs to be the same
interpretation in terms of the relationship between DHF control control in each Regional
Apparatus in the West Jakarta Administrative City Government and the implementers of the
policy in the Tambora District, West Jakarta Administrative City.

Keywords: Policy Implementation, Public Policy, Dengue Hemorrhagic Fever.

ABSTRAK

Penyakit DBD termasuk masalah kesehatan di Indonesia yang memerlukan penanganan
serius, mengingat DBD termasuk penyakit yang sangat potensial untuk menjadi Kejadian
Luar Biasa (KLB). Iklim tropis merupakan media tumbuhnya penyakit DBD, termasuk DKI
Jakarta - ibukota negara Indonesia. Pada tahun 2018, Jakarta Barat menempati posisi teratas
untuk kasus DBD dibanding kota administrasi lainnya. Penelitian ini mengambil fokus di
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Jakarta Barat, khususnya di Kecamatan Tambora sebagai kecamatan terpadat di Indonesia
tetapi juga di Asia Tenggara. Jumlah penduduk yang padat dan lingkungan terbatas,
memungkinkan bagi penularan penyakit DBD secara cepat.Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif untuk memahami bagian kehidupan sosial manusia berdasarkan gambaran
menyeluruh (holistic) dan kompleks dengan informan berjumlah 15 orang.Penelitian ini
menggunakan enam karakteristik primer implementasi kebijakan dari Van Horn dan Van
Meter, yaitu : 1) Policy standard and objective, 2) The resources and ancentive made
available, 3) The quality of inter-organizational relationships, 4) The characteristics of the
implementation agencies, 5) The economic, social and political environment dan 6) The
disposition or response of the implementers. Hasil penelitian menunjukan bahwa
implementasi kebijakan masih belum efektif, sebagaimana teori Van Meter & Van Horn yang
mengungkapkan bahwa enam Kkarakteristik tersebut harus ada dan terintegrasi. Hasil
penelitian mengungkapkan bahwa selain ke enam karakteristik implementasi kebijakan,
perlu ada interpretation yang sama dalam hal keterkaitan pengendalian penyakit DBD di
setiap Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Jakarta Barat maupun pelaksana-pelaksana
kebijakan tersebut di Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Demam Berdarah Dengue.

Wardati., Zulmasyhur., dan Susanti (2020). Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit
Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Administrasi Jakarta Barat. Jurnal Sosial
Humaniora, 11(2), 121-140.

kasus DBD ditemukan di wilayah Jakarta
PENDAHULUAN Barat. Kota Administrasi Jakarta Barat
merupakan kota dengan jumlah penduduk
yang padat dan lingkungan terbatas,
sehingga memungkinkan bagi penularan
penyakit dbd secara cepat.

Predikat ibukota negara yang disandang
Jakarta tidak serta merta membuat kota ini
bebas dari penyakit DBD. Pada tahun 2018
Jakarta Barat menempati posisi teratas
dengan kasus DBD terbanyak. Selama
Januari hingga Juni 2018, sebanyak 550

Tabel 1. Kasus DBD Per Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2010- 2018.

No | KECAMATAN TAHUN
201 | 201 |, .| 201 | 201 [ 201 | 201 | 201 | 201 | JUMLAH
0 1 3 4 5 6 7 8
1| Cengkareng 1(1)9 374 | 464 | 679 | 844 | 604 3;1 276 | 326 | 7876
2 | Kalideres 552 | 233 | 310 | 416 | 534 | 381 116 183 | 220 | 4593
3 Grogol
486 | 166 | 293 | 467 | 606 | 255 | 788 | 70 | 251 3382
Petamburan
4 | Palmerah 428 | 264 | 373 | 451 | 260 | 155 | 589 | 60 | 126 2706
5 | Tamansari 350 | 140 | 148 | 168 | 156 | 80 | 320 | 60 39 1461
6 | Tambora 378 | 184 | 217 | 261 | 286 | 268 | 568 | 19 | 111 2292
7 | Kebun Jeruk 758 | 206 | 195 | 217 | 258 | 132 | 426 | 67 82 2341
8 | Kembangan 707 | 211 | 262 | 404 | 520 | 191 | 588 | 77 | 113 3073
484 | 177 | | 306 | 346 | 206 | 816 | o, [ 126 | ..,
9 8 3 4 6 2 8
Sumber : Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat, Oktober 2018
Penyebaran DBD merupakan salah satu yang sampai saat ini belum teratasi. Hingga

masalah kesehatan masyarakat di Indonesia kini belum ada vaksin atau obat anti virus
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bagi penyakit ini. Tindakan paling efetif
dalam menurunkan epidemis demam
berdarah salah satu caranya adalah dengan
mengendalikan keberadaan dan
menghindari vektor nyamuk pembawa virus
dengue. Oleh karena itu, Kementerian
Kesehatan sejak tahun 1992 telah
mencanangkan Program Penanggulangan
dan Pemberantasan Penyakit DBD (P2DBD)
melalui SK Menkes No. 581 Tahun 1992
tentang Pemberantasan Penyakit DBD, yang
ditindaklanjuti melalui Keputusan Dirjen
Penanggulangan  Penyakit (P2) dan
Penyehatan Lingkungan (PL) No. 914 Tahun
1992 tentang Petunjuk Teknis P2DBD.
Dalam upaya mengakomodir program
P2DBD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
membuat kebijakan publik khususnya
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun
2007 yang khusus dibuat untuk mengatasi
persoalan penyakit DBD. Perda ini dibuat
berangkat dari masalah angka kasus DBD
yang masih tinggi dan cenderung meningkat
dari tahun ke tahun.

Terdapat empat upaya atau program yang
dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta
bersama masyarakat dalam pencegahan
penyakit DBD (Sumber : Perda DKI Jakarta
Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 3-7), yaitu:
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
dengan menguras, menutup dan mengubur
(3M) tempat penampungan air dan tidak
melakukan kegiatan yang membuat nyamuk
berkembang biak (PLUS).

Pemeriksaan Jentik Berkala (P]JB) oleh
Jumantik yang bertugas untuk memantau
jentik nyamuk yang berada di rumah-rumah
warga.

Surveilans dengan maksud untuk mendata
setiap korban DBD baik yang dirawat di
Rumah Sakit maupun di Puskesmas. Pihak
Rumah Sakit dan Puskesmas melaporkan
kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta pada saat yang bersamaan dengan
maksud untuk mencegah meluasnya korban
berjatuhan yang lebih banyak lagi dan dapat
segera mengambil tindakan yang cepat.
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Memberikan sosialisasi dalam upaya
pemberitahuan kepada masyarakat dari
ketiga upaya pencegahan di atas. Tujuan
diadakannya sosialisasi adalah  untuk
membuat masyarakat berpartisipasi aktif
dalam pencegahan dan pemberantasan
penyakit DBD. Selain itu menyadarkan
masyarakat bahwa penyakit DBD
merupakan penyakit yang perlu diberantas
secara seksama dan berkelanjutan.

Namun upaya-upaya tersebut belum
cukup efektif untuk menekan angka kasus
DBD di DKI Jakarta, khususnya di wilayah
Kecamatan = Tambora Jakarta  Barat.
Berdasarkan latar belakang dari
peningkatan permasalahan penyakit DBD,
Implementasi  Kebijakan = Pengendalian
Penyakit DBD di Kecamatan Tambora
Jakarta Barat belum dilaksanakan secara
efektif karena sampai dengan tahun 2018
data angka kasus DBD masih cukup tinggi
dan terjadi peningkatan kasus di tahun
2018 dibandingkan dengan tahun 2017.

Adapun
dikemukakan

research
maka

question yang
penulis membuat
rumusan masalah dalam pertanyaan
penelitian sebagai berikut: ”“Bagaimana
Implementasi  Kebijakan = Pengendalian
Penyakit DBD di Kecamatan Tambora Kota
Administrasi Jakarta Barat?”, Tujuan dari
penelitian ini adalah : Untuk menganalisis
Implementasi  Kebijakan = Pengendalian
Penyakit DBD di Kecamatan Tambora Kota
Administrasi Jakarta Barat  karena
berdasarkan faktor pendukung dalam
penelitian ini adalah terjadinya penurunan
kasus DBD di Tambora pada Tahun 2017
bila dibandingkan dengan kecamatan lain di
wilayah Jakarta Barat. Sedangkan faktor
penghambat adalah keterbatasan peneliti
dalam mengumpulkan serta membahas
semua Implementasi Kebijakan
Pengendalian Penyakit DBD di Jakarta Barat
Berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 6
Tahun 2007.

Adapun hasil penelitian diharapkan akan
memberikan kontribusi akademik terutama
pengembangan ilmu kebijakan publik,
khususnya Implementasi Kebijakan Publik.
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MATERI DAN METODE

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan
Tambora Jakarta Barat yang dimulai dari
bulan Agustus 2018 - Februari 2020.
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif
yang menekankan akan pentingnya
pemahaman tingkah laku menurut pola
berpikir dan bertindak. Data sekunder yang
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah
tentang implementasi kebijakan kesehatan,
sehingga data yang dikehendaki adalah
suatu informasi dalam deskripsi. Peneliti
mengharapkan makna yang berada dibalik
deskripsi data tersebut. Di sisi lain
penelitian ini lebih mempunyai perspektif
emic, dengan pengertian bahwa data yang
dikumpulkan diupayakan untuk
dideskripsikan  berdasarkan ungkapan,
bahasa, cara berpikir, pandangan subjek
penelitian, sehingga mengungkapkan
bagaimana Implementasi Kebijakan
Pengendalian Penyakit DBD di Kecamatan
Tambora Jakarta Barat.

Penulis menentukan informan secara
purposive, dimana informan yang dipilih
sesuai dengan Kkeperluan dan tujuan
penelitian. Informan dalam penelitian ini
dipilih berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan : Otoritas yang dimiliki oleh
informan  dalam  kaitannya  dengan
Implementasi  Kebijakan = Pengendalian
Penyakit DBD di Kecamatan Tambora
Jakarta Barat. Dianggap memiliki informasi
yang banyak mengenai Implementasi
Kebijakan Pengendalian Penyakit DBD di
Kecamatan Tambora Jakarta Barat.Memiliki
keterkaitan, baik secara individu maupun
institusi, dengan Implementasi Kebijakan
Pengendalian Penyakit DBD di Kecamatan
Tambora Jakarta Barat.

Informan-informan yang dipilih
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
di atas adalah: Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Barat; Camat
Kecamatan Tambora Kota Administrasi
Jakarta Barat; Kepala Puskesmas Kecamatan

Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit

Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
Lurah di Kecamatan Tambora, dalam hal ini
sebanyak 3 Kelurahan; Perangkat wilayah /
stakeholders Kelurahan di Kecamatan
Tambora, dalam hal ini sebanyak 1 orang
dari 3 Kelurahan.

Dengan demikian secara keseluruhan,
jumlah informan penelitian ini berjumlah 15
orang. Tahapan-tahapan menganalisis data
yang dilakukan pada penulisan kualitatif ini
adalah:  Pengumpulan data  mentah;
Transkrip data yakni mencatat data-data
yang didapatkan dari para informan;
Pembuatan koding, yakni memberikan
kode-kode kepada masing-masing informan
dan data yang diperoleh dari informan yang
dihubungkan dengan payung teori yang
digunakan penulis; Kategorisasi data, yakni
pemisahan jenis-jenis data berdasarkan
payung teori dan jawaban yang mendukung
hipotesis penulis atau sebaliknya; Penulis
melakukan penyimpulan sementara
terhadap penulisan yang dilakukan. Penulis
melakukan triangulasi atau check, recheck
dan cross check terhadap data dan
informasi untuk menyempurnakan data dan
informasi yang sudah ada. Penulis
melakukan penyimpulan akhir terhadap
penulisan yang dilakukan.

KERANGKA TEORI

Implementasi merupakan langkah sangat
krusial dalam proses kebijakan. Banyak
harapan dan tuntutan masyarakat dengan
dikeluarkannya Perda DKI Jakarta Nomor 6
tahun 2007 dapat meminimalisir kasus DBD
di DKI Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta
Barat. Implementasi Kebijakan
Pengendalian Penyakit DBD di Kecamatan
Tambora Jakarta Barat belum dilaksanakan
secara efektif karena sampai dengan tahun
2018 data angka kasus DBD masih cukup
tinggi dan terjadi peningkatan kasus
dibandingkan dengan tahun 2017.

Melalui pendekatan Van Meter & Van
Horn (1975) peneliti berusaha melihat
Implementasi  Kebijakan = Pengendalian
Penyakit DBD di Kecamatan Tambora
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Jakarta Barat sebagaimana yang diatur
dalam Perda DKI Jakarta Nomor 6 tahun
2007, khususnya di wilayah Jakarta Barat.
Melalui pendekatan tersebut diyakini akan
lebih memudahkan peneliti dalam menggali
dan menganalisis persoalan Implementasi
Kebijakan Pengendalian Penyakit DBD di
Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

Sementara itu faktor-faktor yang akan
digunakan dalam melakukan penelitian
berkaitan dengan Implementasi Kebijakan
Penyakit DBD di Kecamatan Tambora
Jakarta Barat adalah mengacu teori yang
dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn
(1975) yang mencakup faktor :

Policy standard and objective, the
resources and incentive made available; The
quality of inter-organizational relationships;
The characteristics of the implementation
agencies, the economic, social and political
environment; dan The disposition or
response oh the implementers.

Masing-masing faktor tersebut
selanjutnya disesuaikan dengan konteks
atau kondisi dari obyek yang diteliti,
khususnya yang terkait dengan persoalan
masih  belum berjalan dengan baik
Implementasi  Kebijakan = Pengendalian
Penyakit DBD di Kecamatan Tambora
Jakarta Barat.

Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020

Gambar 1. Alur Kerangka Pikir Implementasi
Kebijakan Penyakit DBD di Kecamatan

Tambora.

Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 2007
Pergub DKI Jakarta No. 63 Tahun 2011
Ingub DKI Jakarta No. 33 Tahun 2015

;

Kebijakan Penyakit DBD
belum dilaksanakan dengan baik

!

Implementasi Kebijakan

1. Policy standard and objective

2. The resources and ancentive made
available

3. The quality of infer organizational
relationships

4. The characteristic of the implement
action agencies

3. The economic, social and political
environment

6. The disposition or response of the
implementers

(Van Meter & Van Hom 1975 : 445-448)

I

Berkurangnya penyakit DBD
di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penyakit
Demam Berdarah Dengue (DBD) di

Kecamatan Tambora Kota
Administrasi Jakarta Barat

Policy Standard and Objective

Van Meter & Van Horn (1975)
mengungkapkan bahwa untuk mengukur
kinerja implementasi kebijakan

memerlukan penegasan standar, tujuan dan
sasaran tertentu yang harus dicapai oleh
para pelaksana kebijakan. Kejelasan
standar, tujuan dan sasaran kebijakan perlu
dilihat secara spesifik sehingga pada
akhirnya program yang dijalani tersebut
dapat diketahui apakah berhasil ataukah
mengalami gagal. Menurut Van Meter & Van
Horn, kebijakan publik dapat dilaksanakan
dengan efektif apabila standar tujuan
dipahami oleh para individu
(implementors) yang bertanggung jawab
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atas pencapaian standar dan tujuan
kebijakan, oleh karena itu standar dan
tujuan harus dikomunikasikan kepada para
pelaksana. Jika tidak ada kejelasan,
konsistensi dan keseragaman, maka yang
menjadi standar, tujuan dan sasaran
kebijakan akan sulit tercapai. Dengan
kejelasan itu, para pelaksana Kkebijakan
dapat mengetahui apa yang diharapkan
darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.
Konsistensi dan keseragaman dari ukuran
dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan
sehingga implementor mengetahui secara
tepat ukuran maupun tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan
para informan, diperoleh informasi bahwa
standar kebijakan sudah dapat dilaksanakan
dan diikuti oleh para petugas ataupun ASN
di Kecamatan Tambora. Tingkat
pemahamanan ASN yang terlibat langsung
dalam  penangangan penyakit DBD,
khususnya di lingkup Dinas Kesehatan dan
Kecamatan Tambora sudah baik, walaupun
masih perlu ditingkatkan untuk memastikan

bahwa kebijakan sudah tersampaikan
dengan jelas dan lengkap. Ini
menggambarkan bahwa standar dari

kebijakan sudah terpenuhi walaupun belum

optimal. Ukuran kebijakan berupa isi
kebijakan penyakit DBD sudah
tersampaikan dengan sangat jelas.

Semua  kebijakan yang  hadir di

masyarakat tentunya memiliki sasaran yang
ingin dicapai. Oleh karena itu, implementasi
kebijakan harus mempunyai sasaran yang
jelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan
para informan, diketahui bahwa sasaran
dari kebijakan penyakit DBD adalah
pemberdayaan masyarakat, namun belum
optimal. Hal ini disebabkan pengetahuan,
kepedulian dan partisipasi masyarakat yang
kurang. Oleh karena itu, petugas-petugas
jumantik  selalu = memonitoring  dan
memperhatikan warga masyarakat untuk
memastikan ketepatan tujuan kebijakan.

Keberhasilan implementasi suatu
kebijakan juga berkaitan dengan kelompok
sasaran. Dari penjelasan dan keterangan
yang diberikan oleh para informan,

Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit

diketahui bahwa yang menjadi kelompok
sasaran dari kebijakan penyakit DBD di
Kecamatan Tambora Jakarta Barat adalah
seluruh warga masyarakat di Kecamatan
Tambora, terutama di wilayah yang padat
penduduknya.

Keberhasilan implementasi kebijakan
dipengaruhi juga oleh perubahan yang ingin
dicapai. Perubahan ke arah yang lebih baik
tentu saja diharapkan dari setiap kebijakan
yang dibuat atau dirancang. Pentingnya
mengetahui perubahan yang ingin dicapai
adalah untuk melihat sejauh mana
implementasi kebijakan ini berjalan. Ketika
perubahan yang diinginkan masyarakat
dapat tercapai, maka semakin mudah untuk
mengimplementasikan kebijakan. Ada tiga
perubahan yang ingin dicapai dari adanya
kebijakan ini. Pertama, adanya penurunan
angka kejadian (Incidence Rate - IR) akibat
penyakit DBD. Penjelasan dan keterangan
para informan mengungkapkan bahwa IR
mengalami penurunan IR di wilayah Jakarta
Barat, khususnya di Kecamatan Tambora

sehingga dapat disimpulkan bahwa
perubahan pertama telah tercapai. Kedua,
adanya harapan bahwa pengendalian

penyakit DBD bukan saja tanggung jawab
Dinas Kesehatan semata, tetapi tanggung
jawab semua pihak termasuk perangkat
daerah (Lurah, Camat dan Walikota).
Artinya dalam hal ini para Lurah, para
Camat dan para Walikota diwajibkan
memberikan laporan dalam pelaksanaan
kegiatan pengendalian penyakit DBD di
masing-masing wilayahnya kepada
Gubernur pimpinan tertinggi di DKI Jakarta.
Saat ini semua unsur pemerintahan mulai
dari Lurah, Camat, hingga Walikota harus
berperan aktif dalam mengatasi persoalan
demam berdarah ini. Selain itu tanggung
jawab pelaksanaan implementasi kebijakan
pengendalian penyakit DBD di Jakarta Barat
juga melibatkan seluruh elemen kedinasan
di Pemerintah Daerah Jakarta Barat. Ketiga,
adanya perubahan sikap dan cara pandang
masyarakat dalam mengatasi persoalan
penyakit DBD. Berdasarkan penjelasan para
informan diperoleh informasi bahwa
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kesadaran dan pemahaman masyarakat
semakin bertambah dan semakin bagus. Hal
ini menandakan bahwa perubahan ketiga
telah dapat dicapai dengan baik.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan
berkaitan dengan jenis kemanfaatan yang
dinikmati oleh kelompok sasaran. Apabila

kemanfaatan suatu kebijakan  dapat
langsung dirasakan, maka dapat
memudahkan dalam implementasinya.

Begitu juga sebaliknya, apabila kemanfaatan
kebijakan tidak dapat langsung dirasakan,
maka sulit kiranya dalam implementasinya.
Kebijakan penyakit DBD di Jakarta Barat
yang dituangkan dalam sebuah Perda DKI
Jakarta Nomor 6 Tahun 2007 memberikan
dua manfaat penting, yaitu :

Masyarakat tidak dibebani perawatan
penyakit DBD di Puskesmas dan Rumah
Sakit Umum Pemerintah Daerah. Keluarga
miskin dalam pembiayaan perawatan DBD
di Puskesmas dan Rumah Sakit sepenuhnya
menjadi  tanggung jawab  Pemerintah
Daerah. Bagi masyarakat, keberadaan Perda
ini menguntungkan masyarakat dalam hal
pelayanan kesehatan yang diberikan secara
gratis untuk perawatan penyakit DBD.

Dibentuknya Tim Jumantik yang bertugas
melakukan pemeriksaan terhadap seluruh
tempat penampungan air dan atau tempat
lain yang berpotensi menjadi tempat
berkembangbiaknya nyamuk Aides Aegypti
dan Aedes Albopictus di dalam dan atau luar
bangunan minimal seminggu sekali serta
dapat memberikan penyuluhan tentang cara
pencegahan penyakit DBD dan pengenalan
penyakit DBD sedini mungkin kepada
masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

Sosialisasi sudah sering dilakukan dan
berkala terutama Puskesmas Kecamatan
maupun Kelurahan. Sosialisasi dari penyakit
DBD di Kecamatan Tambora sudah ada, dan
lebih kepada operasional. Sosialisasi kepada
seluruh  pelaksana  kebijakan  harus
dilakukan agar kebijakan  Kebijakan
Penyakit DBD di Kecamatan Tambora dapat
diimplementasikan dengan baik.
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Pedoman teknik penanggulangan DBD
mengacu pada Perda DKI Jakarta Nomor 6
Tahun 2007. Ada tiga kepentingan yang
mendasar dibentuknya Perda DKI Jakarta
Nomor 6 Tahun 2007. Pertama adanya
kejadian luar biasa (KLB) penyakit DBD di
DKI Jakarta. Hal ini mengindikasikan, bahwa
perlu diambil langkah-langkah penyelesaian
dalam mengatasi persoalan DBD di Jakarta
Barat. Kedua, payung hukum sebagai
landasan untuk mengatasi persoalan DBD di
Jakarta Barat yang dituangkan dalam bentuk
Peraturan  Daerah. Ketiga, perlunya
kesamaan sikap dari setiap stakeholders
bahwa persoalan DBD bukan merupakan
tanggung jawab Dinas Kesehatan semata,
tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak
unsur pemerintahan (government, private
sector, and civil society).

Berdasarkan analisis pembahasan tentang
Policy Standard and Objective dalam
implementasi kebijakan penyakit DBD di
Kecamatan Tambora, Policy Standard and
Objective ini mengacu pada Perda DKI
Jakarta Nomor 6 Tahun 2007 yang telah

mengatur program-program untuk
pencegahan  penyakit DBD. Adapun
program-program  tersebut  yaitu

pelaksanaan Pemberantasan Sarang

Nyamuk (PSN), 3M Plus, pemeriksaan jentik
secara berkala, surveilans epidemiologi dan
sosialisasi. Keberadaan Perda DKI Jakarta
Nomor 6 Tahun 2007 dirasakan penting
dalam membangun kesehatan masyarakat,
adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) mengenai
penyakit DBD ini mengindikasikan bahwa
keberadaan Perda DKI Jakarta Nomor 6
Tahun 2007 tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Kepentingan terbentuknya Perda DKI
Jakarta Nomor 6 Tahun 2007 diharapkan
dapat menurunkan angka insiden dan angka
kematian akibat penyakit DBD. Selain itu,
kepentingan lainnya terbentuknya Perda
DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2007
diharapkan mampu menciptakan atau
meningkatkan kesadaran individu tiap
anggota masyarakat untuk bertanggung
jawab terhadap kesehatan, kebersihan
rumah, dan lingkungan sekitar dari jentik
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dan nyamuk sebagai langkah awal
pencegahan penyakit DBD. Utamanya
keberadaan perda ini dimaksudkan untuk
mengingatkan  masalah  pengendalian
penyakit DBD merupakan tanggung jawab
bersama.

The Resources and Ancentive Made
Available

Keberhasilan proses implementasi sangat
tergantung dari kemampuan memanfaatkan
sumber daya yang tersedia. Komponen
sumber daya antara lain adalah jumlah staf,
keahlian pelaksana-pelaksananya, informasi
yang relevan dan  cukup  untuk
mengimplementasikan  kebijakan = dan
pemenuhan sumber-sumber terkait dalam
pelaksanaan kebijakan, adanya kewenangan
yang menjamin bahwa kebijakan dapat
diarahkan sebagaimana yang diharapkan,
serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung
yang dapat digunakan untuk melakukan
kegiatan kebijakan, seperti dana dan sarana
prasarana.

Manusia adalah sumber daya yang
terpenting dalam menentukan suatu
keberhasilan proses implementasi
kebijakan. Tahapan-tahapan dari semua
proses implementasi menuntut adanya
sumber daya manusia yang berkualitas
sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan
oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
Sumber daya manusia yang tidak memadai,
baik dari segi jumlah dan kemampuan, akan
mengakibatkan kebijakan tersebut tidak
dapat dilaksanakan secara sempurna karena
mereka tidak dapat melakukan pengawasan
dengan benar. Jika jumlah staf pelaksana
kebijakan terbatas maka hal yang harus
dilakukan meningkatkan kemampuan para
pelaksana untuk melakukan kebijakan.
Untuk itu perlu adanya manajemen SDM
yang baik agar dapat meningkatkan kinerja
kebijakan.

Peran sumber daya aparatur yang
melaksanakan kebijakan juga penting dalam
proses implementasi kebijakan publik.
Begitu pentingnya sumber daya aparatur
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dalam proses implementasi kebijakan
publik, efisiensi pembiayaan mungkin bisa
bergantung sepenuhnya pada kinerja
sumber daya aparatur. Terlebih lagi bila
sumber daya aparatur itu terdiri atas
sejumlah unsur dari beberapa organisasi
yang berkaitan, maka ketergantungan
efisiensi pembiayaan itupun menjadi
tergantung pada perbedaan kinerja unsur-
unsur sumber daya aparatur tersebut.

Keberadaan sumber daya manusia dari sisi
kuantitas dalam implementasi kebijakan
pengendalian penyakit DBD di Jakarta Barat
dirasakan masih kurang, terutama di sektor
operasional tepatnya di Kelurahan. Jadi PNS
yang berada di level Kelurahan dan
Kecamatan tidak fokus ke permasalahan
DBD saja, tetapi masalah seperti penyakit-
penyakit lainnya diperhatikan juga.
Kurangnya personil sumber daya manusia
di Jakarta Barat merupakan suatu kendala
dalam mempercepat menangani
permasalahan kesehatan. Selain itu ada
beberapa hambatan dalam sumber daya
manusia ini yaitu kurangnya kesadaran dari
pegawai/adanya ego sektoral menjadi
penghambat dalam implementasi kebijakan
penyakit DBD di Kecamatan Tambora.
Kualitas SDM muncul sebagai salah satu
masalah dalam implementasi kebijakan
penyakit DBD di Kecamatan Tambora.
Berdasarkan penjelasan dan keterangan
yang diberikan oleh para informan di atas,
diperoleh informasi bahwa kemampuan
dari aparatur tidak terlalu memahami
secara mendalam, oleh karena itu pihak
Kecamatan selalu membina hubungan
kerjasama yang baik dengan Puskesmas.

Selain sumber daya manusia, sumber daya
finansial/keuangan, sarana prasarana dan
kewenangan menjadi perhitungan penting
dalam keberhasilan implementasi
kebijakan. = Sumber daya  keuangan
merupakan salah satu faktor penting dalam
proses implementasi kebijakan.
Keberhasilan = implementasi  kebijakan
terkadang ditentukan juga oleh keberanian
dan kemauan pembuat atau perancang
kebijakan dalam mengalokasikan anggaran
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yang besar atau kecil dalam mengatasi
persoalan yang dihadapi. Sumber daya
finansial/keuangan dalam implementasi
kebijakan penyakit DBD dirasakan tidak ada
masalah, cukup kuat dalam mendorong
implementasi  kebijakan yang efektif.
Dengan keberanian menggratiskan biaya
perawatan penderita penyakit DBD ini
merupakan bentuk nyata bahwa sumber
daya keuangan bukan menjadi persoalan
yang serius. Dari penjelasan dan keterangan
para informan tersebut di atas, diperoleh

informasi bahwa penyediaan anggaran
dalam implementasi kebijakan penyakit
DBD di Kecamatan Tambora cukup

berdampak terhadap kegiatan atau institusi
lain. Dari sisi sarana dan prasarana berupa
insektisida, perlengkapan dan alat-alat
pengendalian nyamuk DBD, sudah tersedia
secara memadai dan diakomodir oleh
seluruh Puskesmas Kecamatan, walaupun
masih harus diperhatikan pemeliharaannya.

Sumber daya lain yang penting adalah
kewenangan  menentukan  bagaimana
kebijakan seharusnya dilakukan,
kewenangan untuk membelanjakan dan
mengatur keuangan, baik penyediaan uang,
pengadaan staf, maupun pengadaan
supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk
melaksanakan kebijakan harus terpenubhi,
seperti peralatan dan dana yang mencukupi.
Tanpa fasilitas tersebut, akan tidak mungkin
kebijakan dapat berjalan. Kewenangan
harus bersifat formal supaya apa yang
diperintahkan dapat dilaksanakan secara
efektif.

Informasi juga merupakan sumber daya

penting untuk pelaksanaan kebijakan.
Terdapat dua bentuk informasi yaitu
informasi tentang bagaimana cara

menyelesaikan kebijakan dan tindakan apa
yang harus dilakukan, serta informasi
tentang data pendukung kepatuhan
terhadap peraturan pemerintah dan
undang-undang. Implementasi kebijakan
memerlukan kepatuhan organisasi dan
individu terhadap peraturan pemerintah
yang ada.
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Berdasarkan analisis pembahasan tentang

resources and incentive made available
dalam implementasi kebijakan penyakit di
Kecamatan Tambora terkait aspek sumber
daya manusia, keuangan, sarana dan
prasarana dan kewenangan, tidak
mengalami permasalahan yang berarti. Dari
sisi sumber daya manusia, hanya
keterbatasan kuantitas aparatur dan yang
menjadi kendala.

The Quality of Inter-Organizational
Relationships

Kegiatan komunikasi antar organisasi perlu
mendapat perhatian. Komunikasi menjadi
proses yang sulit dan komplek, jika sumber
komunikasi yang berbeda memberikan
interpretasi yang tidak
sama (inconsistent) terhadap suatu standar
dan tujuan, atau sumber informasi yang
sama memberikan interpretasi yang penuh
dengan pertentangan (conflicting), maka
nantinya  pelaksana  kebijakan  akan
menemui kejadian yang lebih sulit untuk
melaksanakan suatu kebijakan secara
intensif.

Di samping itu, koordinasi adalah salah
satu mekanisme yang ampuh dalam
implementasi kebijakan. Semakin baik
koordinasi komunikasi di antara pihak-
pihak yang terlibat dalam implementasi
kebijakan, maka kesalahan akan semakin
kecil, demikian sebaliknya. Dari penjelasan
dan keterangan yang diberikan oleh para
informan, diperoleh informasi bahwa
koordinasi sudah berjalan dengan baik,
seminggu sekali bersama unit-unit terakhir
mengadakan monitoring dan evaluasi ke
kelurahan-kelurahan. Berdasarkan analisis
pembahasan tentang the quality of inter-
organizational relationships dalam
implementasi kebijakan penyakit DBD,
dapat disimpulkan bahwa komunikasi,
koordinasi dan dukungan sudah berjalan
dengan baik dan melibatkan berbagai
institusi.
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The Characteristics of The

Implementation Agencies

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan
berkaitan pula dengan pelaksana yang
terlibat, karena kinerja implementasi
kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi
oleh kemampuan para pelaksana dalam
mengimplementasikan  kebijakan  yang
sudah dibuat. Pelaksana-pelaksana kegiatan
yang terlibat dalam implementasi kebijakan
pengendalian penyakit DBD antara lain
adalah para SKPD atau UKPD, tim jumantik,
dan seluruh perangkat daerah (Lurah,
Camat, hingga Walikota). Berdasarkan
penjelasan dan keterangan dari para
informan, diperoleh informasi bahwa
pembagian tugas antar pelaksana belum
berjalan dengan baik. Hal ini dipengaruhi
oleh sikap dan kedisiplinan aparatur. Hal ini
berkaitan dengan konteks kebijakan yang
akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan
dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan
disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen
pelaksana yang demokratis dan persuasif.
Selain itu, cakupan wilayah menjadi
pertimbangan penting dalam menentukan
agen  pelaksana kebijakan. Namun
kerjasama antar perangkat daerah sudah
berjalan dengan baik.

The Economic, Social and Political
Environment

Ada beberapa yang perlu diperhatikan
dalam rangka menilai kinerja implementasi
kebijakan, yaitu sejauh mana lingkungan
eksternal turut mendorong keberhasilan
kebijakan  publik. Lingkungan sosial,
ekonomi dan politik yang tidak kondusif
dapat menjadi sumber masalah dari
kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
Karena itu, upaya implementasi kebijakan
mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal
yang kondusif. Kebijakan yang memberikan
insentif biasanya mudah mendapatkan
dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan
yang bersifat dis-insentif kurang mendapat
dukungan publik.
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Dari beberapa penjelasan dan keterangan
yang diberikan oleh para informan tersebut
di atas, diperoleh informasi bahwa
dukungan masyarakat terhadap
pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD
cukup baik. Masyarakat merespon baik
kebijakan penyakit DBD, bahkan sangat
antusias. Dukungan dari perangkat daerah
sangat baik, selalu memantau kegiatan PSN.

Kondisi ekonomi dalam yuridiksi pelaksana
kebijakan  cukup untuk  mendukung
keberhasilan pelaksanaan kebijakan
penyakit DBD di Kecamatan Tambora Kota
Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan
penjelasan dan keterangan dari para
informan, diperoleh informasi bahwa
kondisi ekonomi sosial sangat berpengaruh
terhadap pelaksanaan kebijakan penyakit
DBD.

Kondisi lingkungan ekonomi dalam
implementasi  kebijakan  pengendalian
penyakit DBD di Jakarta Barat dapat dilihat
dari  keterlibatan  sektor swasta.
Keterlibatan sektor swasta dalam
implementasi kebijakan dirasakan masih
kurang dalam mendorong implementasi
kebijakan pengendalian penyakit DBD.
Belum adanya kolaborasi yang baik dari
pemerintah dan sektor swasta dalam
mendorong keberhasilan implementasi
kebijakan pengendalian penyakit DBD di
Jakarta Barat. Di satu sisi pemerintah
daerah yang belum berani untuk mengambil
langkah  berkolaborasi dengan sektor
swasta, dikarenakan takutnya akan
menimbulkan masalah baru nantinya. Disisi
lain sektor swasta tidak mau berkolaborasi,
karena hanya mau mengejar keuntungan
semata. Bila kolaborasi antara pemerintah
dan sektor swasta dapat berjalan baik, maka
kinerja implementasi kebijakan akan efektif.

Dukungan dan perhatian dari LSM cukup
baik terhadap pelaksanaan monitoring PSN
di wilayah Kecamatan Tambora, walaupun
belum semua kelompok kepentingan atau
LSM yang memberikan dukungannya.
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The Disposition or Response of The
Implementers

Salah satu faktor yang mempengaruhi
efektivitas implementasi kebijakan adalah
sikap implementor. Jika implementor setuju
dengan bagian-bagian isi dari kebijakan
maka implementor akan melaksanakan
dengan senang hati, tetapi jika pandangan
mereka berbeda dengan pembuat kebijakan
maka proses implementasi akan mengalami
banyak masalah. Berdasarkan penjelasan
dan keterangan para informan, diperoleh

informasi bahwa tingkat persamaan
persepsi para pelaksana sudah sama karena
setiap  tahun  dilakukan  sosialisasi.

Komitmen para pelaksana juga cukup tinggi,
terbukti dengan dibuatnya pakta integritas.
Sikap pelaksana kebijakan sangat
mendukung kebijakan  penanggulangan
penyakit DBD di Kecamatan Tambora,
demikian pula dengan respon dari para
pelaksana sangat baik.

Berdasarkan analisis pembahasan tentang

the disposition or response of the
implementers dalam implementasi
kebijakan penyakit DBD di Kecamatan

Tambora, pemahaman aparatur terhadap
kebijakan Kebijakan Penyakit DBD di
Kecamatan Tambora sudah baik, bahwa
proses yang harus dilakukan berkaitan
dengan implementasi kebijakan penyakit
DBD di Kecamatan Tambora sudah
dilakukan. Demikian pula dengan kesamaan
persepsi antara pelaksana mengenai
kebijakan penyakit DBD di Kecamatan
Tambora.

Dukungan dari pimpinan sangat
mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan
dapat mencapai tujuan secara efektif dan
efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini
adalah menempatkan kebijakan menjadi
prioritas, penempatan pelaksana dengan
orang-orang yang mendukung kebijakan,
memperhatikan keseimbangan karakteristik
yang lain. Di samping itu penyediaan dana
yang cukup guna memberikan insentif bagi
para pelaksana kebijakan agar implementor

Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit

mendukung dan bekerja secara total dalam
melaksanakan kebijakan.

Implementasi kebijakan pengendalian
penyakit DBD melibatkan semua SKPD atau
UKPD elemen kedinasan Pemda Jakarta
Barat. Di samping itu keterlibatan dari para
Lurah, para Camat, dan Walikota sangat
mendukung kinerja proses implementasi
kebijakan. Dengan kata lain pemahaman
yang cukup dalam memahami persoalan
demam berdarah dengue menjadi hal
mutlak untuk diketahui. Hal ini bertujuan
agar tujuan kebijakan yang ingin dicapai

dapat efektif dalam proses Kkinerja
implementasi kebijakan.
Beberapa hal yang menjadi kendala

terkait kepatuhan para pelaksana, dalam

proses implementasi kebijakan, hal ini
dikarenakan kecenderungan dari setiap
SKPD atau UKPD berfokus untuk

menyelesaikan tugas pokok dan fungsi
(Tupoksi) yang benar-benar menjadi
tanggung jawabnya saja. Untuk itulah
komitmen yang kuat dari setiap SKPD

dibutuhkan  untuk  membuat proses
implementasi kebijakan menjadi efektif.
Bukan suatu perkara mudah untuk

menyadarkan SKPD, untuk peduli dengan
tugas pokok fungsi yang bukan menjadi
kewajibannya langsung. Terkadang masih
adanya pemikiran bahwa urusan kesehatan,
yaitu menjadi = kewajibannya  Dinas
Kesehatan saja, begitu juga urusan
pendidikan, yaitu menjadi kewajiban Dinas
Pendidikan saja. Namun di sisi lain, setelah
adanya Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun
2007 mulai adanya perubahan ke arah yang
lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari
keterlibatan dari para Lurah, para Camat
dan Walikota, turun langsung ke lapangan
dalam upaya untuk mengendalikan penyakit
DBD di Jakarta Barat.

Analisis Hasil Penelitian

Policy Standard and Objective

Menurut Van Meter & Van Horn,
pelaksanaan  kebijakan yang  efektif
mensyaratkan bahwa standar program dan
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tujuan perlu dipahami oleh orang-orang
yang bertanggung jawab untuk mencapai
tujuan tersebut. Implementasi kebijakan
dapat  berjalan  efektif, bila  yang
bertanggung jawab melaksanakan sebuah
kebijakan mengetahui apa yang dapat
dilakukan. Implementasi kebijakan harus
diterima oleh semua pelaksana dan harus
dimengerti secara jelas dan akurat tentang
apa maksud dan tujuan kebijakan. Jika para
aktor pembuat kebijakan telah melihat
ketidakjelasan spesifikasi kebijakan,
sebenarnya para aktor pembuat kebijakan
tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan
diarahkan. Para implementor kebijakan
bingung dengan apa yang akan dilakukan
sehingga jika dipaksakan tidak akan
mendapatkan hasil yang optimal. Kurangnya
komunikasi para implementor secara serius
berdampak terhadap implementasi
kebijakan. Oleh karena itu, sangatlah
penting Kkejelasan standar dan tujuan,
akurasi komunikasi kebijakan  untuk
pelaksana, dan konsistensi (atau
keseragaman) yang  dikomunikasikan
melalui berbagai informasi. Standar dan
sasaran tidak dapat tercapai kecuali
kebijakan dinyatakan dengan kejelasan yang
memadai  sehingga pelaksana  dapat
mengetahui apa yang diharapkan dari
kebijakan tersebut.

Standar dan sasaran kebijakan adalah apa
yang hendak dicapai oleh program atau
kebijakan, baik yang berwujud maupun
tidak, jangka pendek, menengah, atau
panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan
harus dapat dilihat secara spesifik sehingga
di akhir program dapat diketahui
keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan
atau program yang dijalankan.

Dalam penelitian ini, yang menjadi standar
adalah tingkat pemahaman yang memadai
dan tanggung jawab yang tinggi seluruh
pelaksana  kebijakan dan program
penanggulangan penyakit DBD. Pelaksana
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
Camat Tambora beserta jajarannya, Lurah di
wilayah Kecamatan Tambora beserta
jajarannya serta ketua RT/RW selaku
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pelaksana lapangan yang berhadapan
langsung dengan masyarakat. Melalui
komunikasi yang baik, pelaksana dapat
memahami tujuan akhir dari kebijakan
penanggulangan penyakit DBD tersebut.
Sebaliknya, jika komunikasi menghasilkan
interpretasi yang tidak konsisten atau
penafsiran yang saling bertentangan dari
standar dan tujuan, maka pelaksana akan
menemukan kesulitan untuk melaksanakan
arah kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui
bahwa tingkat pemahaman pelaksana
kebijakan sudah cukup baik, walaupun
masih perlu ditingkatkan. Komunikasi juga
berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari
kebijakan penanggulangan penyakit DBD
telah tersampaikan dengan jelas kepada
masyarakat.

Konsistensi pelaksanaan terlihat dari
kegiatan pencegahan penyebaran penyakit
DBD yang dilakukan oleh aparatur
Kecamatan Tambora. Hasil wawancara
dengan  informan  dari = masyarakat
menunjukkan bahwa aparat Kecamatan
Tambora konsisten dan kontinyu
mensosialisasikan ~ pengendalian  DBD.
Metode sosialisasi yang digunakan yaitu
kunjungan langsung dari rumah ke rumah
saat abatesasi, membagikan brosur dan
sosialisasi saat pertemuan musyawarah
masyarakat kelurahan. Kegiatan ini cukup
efektif membuat masyarakat sebagai target
penerima informasi pencegahan DBD
mengerti dengan jelas dan kemudian
memahami tindakan apa saja yang harus
dilakukan untuk mengendalikan DBD di
tingkat rumah tangga dan lingkungan.

Kelompok sasaran dari Kkebijakan
pengendalian  penyakit DBD  adalah
masyarakat, karena kepentingan yang

diperjuangkan oleh Pemerintahan Daerah
murni untuk kepentingan masyarakat.
Adapun manfaat yang diharapkan muncul
seiring dengan kebijakan pengendalian
penyakit DBD ini adalah terpenuhinya
kepentingan-kepentingan dari
Pemerintahan Daerah maupun masyarakat.
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Resources and Ancentive Made

Available

Mengenai variabel Policy Resources, Van
Meter & Van Horn (1975:465) menjelaskan :

“Policies furnish more than the standards
and objectives against which to judge
implementation : they also make available
resources which facilitate their
administration. These resources may
include funds or other incentives in the
program that might encourage or facilitate
effective implementation”.

Penjelasan Van Meter & Van Horn tersebut
dapat dimaknai bahwa pelaksanaan suatu
kebijakan juga harus didukung oleh sumber
daya-sumber daya yang mendukung agar
pelaksanaannya berjalan dengan efektif.
Kemampuan proses implementasi kebijakan
sangat tergantung dari kemampuan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Van Meter dan Van Horn menjelaskan
bahwa kebijakan menghendaki tersedianya
sumber daya yang memfasilitasi
administrasi kebijakan. Sumber daya ini
termasuk sumber daya finansial atau sarana
dan prasarana yang dapat mendorong atau
memfasilitasi  implementasi  kebijakan
menjadi lebih efektif.

Sumber daya finansial atau pembiayaan
kegiatan pengendalian penyakit DBD
diantaranya pembiayaan kegiatan
penyuluhan, PSN dan abatesasi, survei
jentik oleh jumantik serta fogging.
Berdasarkan wawancara dengan para
informan, diperoleh informasi bahwa
ketersediaan dana  untuk  kegiatan
pengendalian penyakit DBD sudah tersedia,
terutama untuk kegiatan survei jentik dan
fogging.

Ketersediaan sarana dan prasarana belum
cukup memadai,  walaupun dalam
pelaksanaannya, Kecamatan Tambora
didukung oleh pihak lain seperti kelurahan,
puskesmas dan masyarakat. Tidak semua
sarana dan prasarana yang dibutuhkan
tersedia di Kecamatan Tambora, hal
tersebut sangat berpengaruh terhadap
kegiatan pengendalian penyakit DBD.
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Selain sumber daya tersebut, menurut

penulis, sumber daya aparatur yang
berperan melaksanakan kebijakan juga
penting dalam proses implementasi

kebijakan penyakit DBD, khususnya di
Kecamatan Tambora. Setiap tahapan
implementasi harus ada sumber daya
manusia yang berkualitas sesuai dengan
pekerjaan yang disyaratkan. Dari hasil
wawancara dengan para informan,
diketahui bahwa ketersediaan sumber daya

manusia dari  sisi  kualitas dalam
implementasi  kebijakan  pengendalian
penyakit DBD, tidak menjadi suatu

persoalan yang dapat menghambat proses
implementasi kebijakan. Di sisi lain, dari
aspek kuantitas dirasakan masih kurang,
terutama di sektor operasional.

Sumber daya lain yang juga penting
adalah kewenangan wuntuk menentukan
bagaimana kebijakan dilakukan,
kewenangan untuk
membelanjakan/mengatur keuangan, baik
penyediaan uang, pengadaan staf, maupun
pengadaan supervisor. Dari hasil
wawancara dengan para informan diperoleh
informasi bahwa kewenangan setiap
pelaksana telah ditentukan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawabnya.

Quality of Inter-Organizational
Relationships
Keberhasilan =~ implementasi  kebijakan

dipengaruhi juga oleh perubahan yang ingin
dicapai, dalam hal ini adalah menurunnya
angka kasus DBD. Ketika perubahan yang
ingin dicapai dapat dirasakan masyarakat,
maka semakin mudah untuk
mengimplementasikan kebijakan.
Setidaknya ada 3 (tiga) perubahan yang
ingin dicapai dari adanya kebijakan ini,
yaitu : pertama, adanya penurunan angka
kejadian (Incidence Rate - IR). Penurunan
Incident Rate (IR) atau angka kejadian
penyakit demam berdarah, khususnya yang
terjadi di wilayah Kecamatan Tambora
Jakarta Barat, merupakan sasaran utama
dari kebijakan penyakit DBD, sehingga
sebisa mungkin Jakarta Barat tidak
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mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB)
Demam Berdarah Dengue (DBD). Kedua,
diharapkan pengendalian penyakit DBD
merupakan tanggung jawab bersama bukan
tanggung jawab Dinas Kesehatan semata,

tetapi semua pihak perangkat daerah
(Lurah, Camat dan Walikota).
Penanggulangan  penyakit DBD juga

melibatkan semua pihak yang terkait serta
peran aktif dan perubahan sikap dari semua
anggota masyarakat. Peningkatan peran
aktif masyarakat dalam pencegahan dan
penanggulangan penyakit DBD merupakan

salah satu kunci keberhasilan upaya
pemberantasan penyakit DBD. Untuk
mendorong meningkatnya peran aktif

masyarakat, maka upaya-upaya edukasi,
sosialisasi dan berbagai upaya penyuluhan
kesehatan lainnya dilaksanakan secara
intensif dan berkesinambungan melalui
berbagai kelompok atau individu dengan
tetap memperhatikan aspek sosial budaya
lokal yang spesifik.Beberapa kegiatan telah
dilakukan sebagai upaya menurunkan IR,
antara lain melalui pengendalian vector
melalui dua cara, yaitu dengan cara kimia
melalui kegiatan fogging dan pengelolaan
lingkungan melalui kegiatan pemberantasan
sarang nyamuk (PSN). Selain penggunaan
bahan kimia dikembangkan, peningkatan
partisipasi masyarakat untuk pengendalian
vector dengan melakukan pemberantasan
sarang nyamuk melalui 3M.m Ketiga,
adanya perubahan sikap dan cara pandang
masyarakat dalam mengatasi persoalan
penyakit DBD. Keberhasilan pemberantasan
nyamuk melalui 3M tergantung pada
pemahaman dan sikap masyarakat tentang
bagaimana tindakan pemberantasan
dilakukan dan kosistensi pelaksanaan
pemberantasan. Mengintensifkan petugas
jumantik  untuk memonitoring jentik
nyamuk aedes aegypti. Keberadaan
Jumantik dapat mengubah cara pandang
masyarakat untuk ikut serta mengendalikan
penyakit DBD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan
para informan diperoleh informasi bahwa
rendahnya partisipasi masyarakat dalam
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kegiatan 3M adalah hal yang paling
menghambat dalam penerapan kebijakan
pengendalian penyakit DBD. Hal lainnya
adalah pembiayaan belum memadai,
peralatan belum lengkap dan koordinasi
petugas masih kurang. Hambatan peran
serta masyarakat dalam PSN tersebut
menurut penulis menjadi penyebab utama
menurunnya angka bebas jentik (AB]J).
Rendahnya AB] di suatu tempat
menunjukkan indikasi besarnya
kemungkinan terjadinya penularan penyakit
DBD.

Characteristics of The

Implementation Agencies

Standar dan tujuan kebijakan memiliki
hubungan erat dengan disposisi para
pelaksana. Arah disposisi para pelaksana
(implementor) terhadap standar dan tujuan
kebijakan juga merupakan hal yang sangat
penting. Implementor dapat saja gagal
dalam melaksanakan kebijakan,
dikarenakan mereka menolak atau tidak
mengerti apa yang menjadi tujuan suatu
kebijakan (Van Mater & Van Horn, 1975).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat
disimpulkan bahwa tingkat pemahamanan
ASN yang terlibat langsung dalam
penangangan penyakit DBD, khususnya di
lingkup Dinas Kesehatan dan Kecamatan
Tambora sudah baik, walaupun masih perlu
ditingkatkan untuk memastikan bahwa
kebijakan sudah tersampaikan dengan jelas
dan lengkap. Ini menggambarkan bahwa
standar dari kebijakan sudah terpenuhi
walaupun belum optimal. Demikian pula
dengan kerjasama antar perangkat daerah.
Namun pembagian tugas antar pelaksana
belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal
ini dipengaruhi oleh sikap dan kedisiplinan
aparatur, sementara konteks kebijakan yang
akan dilaksanakan menuntut pelaksana
kebijakan yang memiliki komitmen dan
disiplin yang tinggi. Pada konteks lain
diperlukan agen pelaksana yang demokratis
dan persuasif. Selain itu, cakupan wilayah
menjadi pertimbangan penting dalam
menentukan agen pelaksana kebijakan.
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Economic, Social and Political

Environment

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan
untuk  menilai kinerja implementasi
kebijakan, antara lain sejauh mana
lingkungan eksternal ikut mendorong
keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan
sosial, ekonomi dan politik yang tidak
kondusif dapat menjadi sumber masalah
dari kegagalan Kkinerja implementasi
kebijakan. Karena itu, upaya implementasi
kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan
eksternal yang kondusif. Kebijakan yang
memberikan insentif biasanya mudah
mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya,
kebijakan yang bersifat dis-insentif kurang
mendapat dukungan publik.

Kondisi  lingkungan  sosial dalam
implementasi  kebijakan  pengendalian
penyakit DBD di Jakarta Barat ialah
lingkungan sosial masyarakat dimana
kebijakan ini diimplementasikan. Respons
serta dukungan positif masyarakat terhadap
kebijakan kebijakan penyakit DBD di
Kecamatan Tambora Kota Administrasi
Jakarta Barat cukup positif, walaupun
sebelum penerapan kebijakan penyakit DBD
sangat kurang. Demikian pula dengan
dukungan dari perangkat yang selalu
memantau kegiatan PSN.

sektor swasta dirasakan
masih  kurang dalam  mensukseskan
implementasi  kebijakan = pengendalian
penyakit DBD. Di satu sisi, keterlibatan
sektor swasta dalam kebijakan
pengendalian penyakit DBD dikhawatirkan
akan menimbulkan masalah baru,
sementara di sisi lain, sektor swasta enggan
berkolaborasi, karena tidak unsur ekonomi
dengan keterlibatannya dalam
implementasi kebijakan tersebut.

Keterlibatan

Disposition or Response of The
Implementers

Sikap pelaksana
menimbulkan

kebijakan dapat
hambatan-hambatan
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terhadap implementasi kebijakan apabila
pelaksana yang ada tidak melaksanakan
kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh
pejabat-pejabat di atasnya. Karena itulah,
pemilihan dan pengangkatan personil
pelaksana kebijakan harus orang-orang
yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang
telah ditetapkan. Hal yang juga dirasa
penting dalam proses implementasi
kebijakan adalah tingkat kepatuhan dan
respon dari para pelaksana, maka dalam hal
ini yang hendak dipahami adalah sejauh
mana kepatuhan dan respon dari pelaksana
dalam menanggapi suatu kebijakan. Hal ini
penting kiranya dipahami sejauh mana para
pelaksana  mengerti dan memahami
kebijakan yang dilaksanakan. Maksudnya,
jika pelaksana bersikap baik terhadap
kebijakan yang diamanatkan olehnya, dan
dengan adanya dukungan, maka kebijakan
dapat terlaksana sebagaimana yang
diinginkan oleh para pembuat keputusan
awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah
laku atau perspektif pelaksana berbeda
dengan para pembuat keputusan, maka
proses implementasi suatu Kkebijakan
cenderung semakin sulit.

Sikap penerimaan atau penolakan dari
pelaksana kebijakan sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan atau kegagalan
implementasi kebijakan publik, karena
kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil
formulasi permasalahan dan persoalan yang
ada. Sangat mungkin para pengambil
keputusan tidak mengetahui bahkan tidak
mampu menyentuh kebutuhan, keinginan
atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Terdapat tiga bentuk sikap/respon
implementor terhadap kebijakan, antara
lain kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan
pelaksana untuk merespon program ke arah
penerimaan atau penolakan, dan intensitas
dari respon tersebut. Para pelaksana
mungkin memahami maksud dan sasaran
program namun seringkali mengalami
kegagalan dalam melaksanakan program
secara tepat karena mereka menolak tujuan
yang ada di dalamnya sehingga secara
sembunyi mengalihkan dan menghindari
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implementasi kebijakan. Di samping itu
dukungan para pejabat pelaksana sangat

dibutuhkan dalam mencapai sasaran
kebijakan.
Dalam penelitian ini, penulis

berkesimpulan bahwa tingkat persamaan
persepsi sudah sama, hal ini ditunjukkan
oleh dukungan pelaksana kebijakan sangat
kebijakan penanggulangan penyakit DBD
dan respon yang sangat antusias. Terlihat
dari komitmen yang tinggi dengan
dibuatnya  pakta integritas. Tingkat
kepatuhan dalam poin ini dilihat dari
komitmen setiap SKPD atau UKPD dan
komitmen dari perangkat daerah (Lurah,
Camat, dan Walikota) dalam proses kinerja
implementasi  kebijakan = pengendalian
penyakit DBD di Jakarta Barat.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan, bahwa ada enam karakteristik
primer yang menentukan Implementasi
Kebijakan Pengendalian Penyakit DBD di
Kecamatan Tambora Jakarta Barat, yaitu :

1) Policy standard and objective, 2) The
resources and ancentive made available, 3)
The quality of inter-organizational
relationships, 4) The characteristics of the
implementation agencies, 5) The economic,
social and political environment dan 6) The
disposition or response of  the
implementers.

Implementasi  Kebijakan = Pengendalian

Penyakit DBD di Kecamatan Tambora
Jakarta Barat masih belum efektif sebab

secara teoritis sebagaimana yang
dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn
bahwa enam  karakteristik  tersebut

seharusnya ada dan saling berhubungan,
tetapi dalam penelitian ini dari 6
karakteristik  Implementasi  Kebijakan,
masih ada yang belum menjadi karakter
Implementasi  Kebijakan. = Berdasarkan
kesimpulan penelitian tesis ini dihasilkan
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“konsep  baru” dalam  Implementasi
Kebijakan Penyakit DBD di Kecamatan
Tambora Jakarta Barat, selain faktor-faktor
keberhasilan berdasarkan teori Van Meter &
Van Horn, ada faktor lain terkait
keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan
Penyakit DBD di Kecamatan Tambora
Jakarta Barat, yaitu : Interpretation yang
sama dalam hal keterkaitan pengendalian
penyakit DBD di setiap Perangkat Daerah di
Pemerintah Kota Jakarta Barat maupun
pelaksana-pelaksana  kebijakan  dalam
implementasi kebijakan penyakit DBD di
Kecamatan Tambora Kota Administrasi
Jakarta Barat.

Saran
Saran Akademik
Dalam wupaya pengembangan Ilmu Sosial,
perlu melibatkan pendekatan ilmu-ilmu

lainnya dalam rangka aplikasi I[Imu Sosial itu
sendiri. Dalam konteks penelitian ini ternyata
perlu melibatkan ilmu-ilmu lainnya seperti
IImu Kesehatan.

Saran Praktis

Saran yang dapat diberikan peneliti dari
hasil penelitian Implementasi Kebijakan
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di
Kecamatan Tambora Kota Administrasi
Jakarta Barat adalah sebagai berikut :

Memperkuat pengawasan yang dilakukan
dalam mendorong setiap SKPD untuk
mengimplementasikan kebijakan yang ada
dalam rangka mempercepat implementasi
kebijakan lebih efektif.

Kerjasama dengan pihak swasta dalam
pengendalian penyakit DBD di Jakarta Barat.

Memperkuat promosi dan sosialisasi yang
lebih intens di media cetak maupun media
elektronik. Promosi dan sosialisasi dapat
dilakukan lebih intens melalui peran
Jumantik, ketika Jumantik turun langsung
memeriksa jentik ke rumah warga. Oleh
karena itu, perlunya menambah jumlah
kader Jumantik, jika diperlukan menambah
honorarium kader Jumantik dapat menjadi
cara yang efektif.
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Menambah edukasi yang diberikan
kepada Jumantik dalam upaya mendorong
Implementasi Kebijakan lebih efektif.

Sanksi terhadap pelanggaran yang ada
sebaiknya dilaksanakan. Bila sanksi pidana
yang dituangkan dalam Perda Nomor 6
Tahun 2007 sulit dilaksanakan, sanksi lain
dapat dilakukan dengan cara menerapkan
sanksi yang bersifat sosial.
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untuk dipublikasikan pada jurnal Sosial Humaniora, Kami menyatakan bahwa naskah dimaksud
adalah naskah orisinai hasil penelitian kami yang belum pernah dipublikasikan, tidak sedang dalam
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